PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 4 TAHUN 2009

TENTANG i‘

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 1

limbang

1gingat

TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI SUKOHARIJO,

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, perlu ditetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2009 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2009. :

1. Undang-Undang Nomor 13  Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah — daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran
Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3988);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, ;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); g

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara '
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 1
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); '
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7. X
Hgdang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Tagara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
|

10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang -
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4844),

11.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

12.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); ,

14.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor

119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139),

16.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008" Nomor 94, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4}546'); ?7'

.
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17 .
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
pemerintahan Daerah

(mebli)naan dan Pengawasan Penyelenggaran
Temb aran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

18.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 24 Tahun 2007
Belanja Daerah Tahun Anggaran

tentang Anggaran Pendapatan dan
2008;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah, antara pemerintah, pemerintah Daerah Propinsi,
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negard Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737).

MEMUTUSKAN :

ENJABARAN ANGGARAN

PERATURAN BUPATI TENTANG P
AHUN ANGGARAN 2009

Aenetapkan
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH T
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 terdiri
atas :
1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 45.132.000.000,00
b. Dana Perimbangan Rp.609.021.340.000,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 39.786.086.000,00
o

Jumlah Pendapatan Rp. 639.939.426.000,00

2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 466.003.336.000,00
2) Belanja Bungd Rp. 96.270.000,00
i Rp. 0,00

3) Belanja Subsidi

4) Belanja Hibah R 1.635.000.000,00

5) Belanja Bantuan Sosial R 23.706.500.000,00
Rp. 1.057.933.000,00
R

6) Belanja Bagi Hasil
a Bantuan Keuangan 32.420.660.000,00

7) Belanj
8) Belanja Tidak Tersangka Rp. 1.000.000.000,00
Rp.525.919.699.000,00 j
b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 35.131.894.000,00
2) Belanja Barang danJasa  Rp. 84.923.980.500,00 |
3) Belanja Modal Rp. 94.029.568.500,00 i
|
i

Rp. 214.085.443.000,00

jumlah Belanja Rp. 740.005.142.000,00
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S
UFD|US/(Deﬁsit) (Rp. 46.065.716.000,00)

3 Pembiayaan,
& Penerimaan

Pengeluaran Rp.  56.000.000.000,00
Rp.9.412.553.000,00

Ju ,
Miah Pembiayaan Neto Rp. 46.587.447.000,00

Sisa lebih Pembia

Yaan anggaran
Rp.  521.731.000,00

Pasal 3

dimaksud dalam Pasal 1 dirini lebih
an Bupaii ini.

Peqjabaran APBD sebagaimana
lanjut dalam Lampiran 1I Peratur.

y ) . ~ Pasal 4
an'!p|ra|1 seb_agalmana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5§
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diuncanakan.

mengetahiuinya memerintahkan pengundangan

ia oran i
Agar setiap g dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Peraturan Bupati ?ni
Kabupaten Sukoharjo.

Ditatapkgn| di  Sukoharjo
pada tapggal 7 Pebruari 2009

BUPATI $UKOHARJO, |

/

Diundangkan di Sukoharjo
el i | BAMBANG RIYANTO

pada tanggal 7 Pebruari 2009

SEKREPARIS DAERAILL,
KABUPATRN SUKOHARJO

(/&/\ e b
v —
Ign. INDRA SURYA 4
N SUKOHARIO \
BERITA DAERAH KAB! IpATEN SUKOHA
TAHUN 2009 NOM""
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